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BUPATI KAPUAS HUL

KEPUTUSAN BUPATT KAPUAS HULU
NOMOR 276  TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) "
NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 e |

BUPATI KAPUAS HULU,

| Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan daya tumpung bagi lulusan Sckolah Menengah Pertama
( SMP ) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk Kelembagaan
Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud  dalam huruf a, perlu |
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; '

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

TS Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan

! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah sebagaimana
teluh diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara '
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4439),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negari Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional .
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran '
Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tabun 2007 ftentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan _

' Daerah Kabipaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1
~ 82, Tambahuan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4738); pd i
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“ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajor ( Lembaran | |l
d Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 ):

10. Peraturan  Dacrah  Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daersh Kabupaten Kapuas Hulug

11, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tuhun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;

13 Pernturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati

Nomor | Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Membentuk Kelembagaan Sckolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2009, scbagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
(C— Kabupaten Kapuas Hulu
q
KETIGA

Ketentuan ini mulai berluku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan,
pengeluaran  sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2009,

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;
1. Menteri Pendidikan Nasional Repubik Indonesia di Jakarta:
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Gubemur Kalimantan Barat di Pontianak;
a. up. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau:
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10.Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

1 1.Camat se Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Kepala Scksi Pendidikan;
12. Sekolah yang bersangkutan; o b pon
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. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
[" @ ,] DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

'S Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau
Telp. / Fax : 0567 - 21092 Email : dispenporakh e gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor  : 425.1/ 1.067 /DPOR/SET-C

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini
mencrangkan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor: 642/217/DISPEN/PRS-B tanggal 15 Nopember 2006 tentang Pemberian
Persetujuan dan Izin Operasional Sckolah Swasta Tahun Pelajaran 2006/2007 dan Surat
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 276 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang
Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2009 bahwa SMA PGRI Piasak Kecamatan Selimbau berubah status/nomenklatur

menjadi SMA Negeri Selimbau sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini.
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA PGRI PIASAK MENJADI SMAN 2 SELIMBAU

BARL

LAMA '|

SMA PGRI PIASAK SMA NEGERI 2 SELIMBAU

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.
Putussibau, 12 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

" NIP. 19590429 198303 1 008
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TAHUN PELAJARAN : 2006 / 2007 SUGES

Menimbang a behwa Permobosas SMA PGRI Piasak /Badan Penyelenggara”
Sekolsh Swasta pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan
dan hasrat sert2 keinginan masyarakat untuk ikut berperan seria
membantu Pemertintah dalam rangka memperiuas kesempatan
Pendidikan |

b bahwa SMA PGRI Pasak (Panitia) indonesia vang mengajukan
Permohonan terscbut telsh memenuhi persyaratan administrasi
u:n&nrndqﬂpuﬂqnnlzinﬁpummls&dah{msl.

Memperhatikan I Swrat Pemobosan Pasitia SMA PGRI Passk Nomor
O6PANSMA PGRIPKS 2006 1anggal 20 Jum 2006 tentang
Permohonan {zin Opersional Sekolah

Surat Rekomendas: Camat Schmbau Nomor 421 3/417/Kec- :
SLB/Dikbud tanggal 17 Juli 2006 tentang  Pendirian lzin
Opersional Sekolah SMA PGRI Piasak (POS)

[
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Menmoge 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Usdang Derwrat Nomor 3 Tabun 1953 tantang
Pembentukan Decrah Tmghat 11 & Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9 ) scbagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahue 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negans
Nomor [18520).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Peadadikan
I Nosional (Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 789 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301)
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahua 2004 tentang Pemenintah Decrah
(Lembaran Negara tabun 2004 Nomor 125 Tambshan Lembaran
Negara Nomor 4437),

"




' : 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan
dan pertanggung jawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara oF
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022), -

9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2005).

MEMUTUSKAN
Menetapkan '
PERTAMA Memberikan Persetujuan Pendirian Izin Operasional Sekolah ,
Swasta seperti tersebut lampiran Keputusan ini dengan ketentuan ‘
sebagai berikut . '

a. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara(Panitia) harus |
bertanggung jawab dalam  membina dan mengelola Sekolah
yang diasuhnya.

b. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara(Panitia) wajib .
melaksanakan Pendidikan berdasarkan sistim Pendidikan
Nasional dengan mengunakan Kurikulum yang ditetapkan dan
atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

¢. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara (Panitia)  wajib
memtaati segala ketentuan Perundang-undangan yang telah
ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional

KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan Izin
Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan atau tidak
mentaati pada Diktum PERTAMA Keputusan ini maka lzin
Pendirian dan Operasional Sckolah yang bersangkutan akan
ditinjau kembali

KETIGA Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Operasional
Sekolah dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau
Departemen Pendidikan Nasional selama kurun wakw 5 (lima)
tahun sejak tanggal di tetapkan dengan Keputusan ini

?

KEEMPAT Keputusan ini berlaku mulai tahun Pelajaran 2006/2007 dengan
catatan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya

Putussibau

opember 2006

Dltetapknn di

Sl D:rdmn' Pmd:dlkan Menengah dnn Umum Dnjen Dikdasmen di Jakarta.
2 Gubernur kalimantan Barat :
Up. a. Kepala Biro Hukum
b Kepala Biro Umum
‘Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
E a Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak. ‘4
'RD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ~
s Hulu di Putussibau _
"tKlbupaten Kapuu Hulu di- Putussibau s P




LAMPIRAN : KEPUTRUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS HULU -

NOMOR : 642/27 DISPEN/PRS-B |

TANGGAL - 75 NOPEMBER 2006

TENTANG - PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OEPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DILINGKUNGAN

PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO KECAMATAN JENISSEKOLAH | NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH
1 2 — el 3
——e = =
1 SELIMBAU SMA SMA PGRI PIASAK KECAMATAN

SELIMBAU




